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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Tonjong Canyon di Desa Nangelasari Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Penelitan ini menggunakan pendekatan deskritif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan skunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Tonjong Canyon, Pemerintah Desa Nangelasari sebagai aktor utama yang menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti LPM, BPD, Karang Taruna, swasta, dan masyarakat. Masyarakat terlibat sejak awal dalam pengelolaan objek wisata, meskipun keterlibatan akademisi dan pihak swasta masih terbatas, serta kekurangan sumber daya manusia menjadi tantangan utama. Temuan ini menunjukkan pentingnya peran Pemerintah Desa dalam memastikan kelancaran kolaborasi antar stakeholder untuk mendukung pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.
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ABSTRACT

This study aims to explain the Collaborative Governance process in the Development of Tonjong Canyon Tourism Village in Nangelasari Village, Tasikmalaya Regency to realize sustainable tourism. This study uses a qualitative descriptive approach. The types of data used in this study are primary and secondary data, using observation, interview and documentation collection techniques. The results of this study indicate that collaborative governance in the development of Tonjong Canyon Tourism Village, the Nangelasari Village Government as the main actor that collaborates with various parties such as LPM, BPD, Karang Taruna, private sector, and the community. The community has been involved since the beginning in the management of tourist attractions, although the involvement of academics and the private sector is still limited, and the lack of human resources is a major challenge. These findings indicate the importance of the role of the Village Government in ensuring smooth collaboration between stakeholders to support the development of sustainable tourism villages.
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1. Pendahuluan
Pariwisata merupakan industri yang sangat potensial untuk dikembangkan dan berperan penting dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah serta dapat meningkatkan pendapatan daerah, karena pariwisata merupakan suatu yang bisa mendatangkan wisatawan untuk dapat berkunjung ke suatu daerah wisata. 1) Pariwisata merupakan kegiatan yang bersifat dinamis serta melibatkan banyak orang baik secara perorangan maupun kelompok serta menghidupkan berbagai bidang sector usaha.; 2) Potensi wisata merupakan sesuatu yang dimiliki suatu daerah dengan berbagai daya tarik wisata yang berguna untuk mengembangkan industri pariwisata yang ada di daerah tersebut 3) Potensi wisata di Provinsi Jawa Barat yang cukup besar, menarik perhatian banyak orang untuk datang berkunjung dari dalam dan luar negeri. 4) Pembangunan pariwisata untuk pengembangan perlu adanya collaborative governance dalam organisasi pariwisata dengan berbagai stakeholder yang diharapkan dapat mendukung pariwisata yang sedang di kembangkan.

Pariwisata provinsi jawa barat adalah salah satu provinsi yang memliki potensi yang sangat besar untuk dapat menarik wisatawan lokal dan mancangara. Pada tahun 2022, tercatat 52,3 juta pengunjung nasional yang mengunjungi ke tempat wisata di Jawa Barat, sedangkan wisatawan dari mancanegara itu tercatat mencapai 146 ribu. Daya Tarik pariwisata Jawa Barat yaitu dalam kekayaan sumber daya alam dan wirisan budaya tadisionalnya. Provinsi Jawa Barat mempunyai potensi pariwisata yang kaya akan keindahan alamnya, hampir tesebar di setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat. Salah satu daerah di jawa barat yang kaya akan keindahan alamnya yaitu adalah Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang memiliki potensi keindahan alam dan sumber daya alam yang berpotensi untuk dijadikan daerah tujuan wisata yang tentunya masih perlu dikembangkan.

Dengan adanya pembangunan atau pembukaan tempat wisata baru akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan meningkatkan pendapatan daerah dari industri pariwisata. Mengenai konsep pariwisata Permerintah Kabupaten Tasikmalaya tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2023 sebagai acuan dan kerangka hukum dalam pengelolaan pariwisata Kabupaten Tasikmalaya. Selain Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2022, mengenai pengembangan pariwisata atau daerah tujuan wisata, itu diatur juga oleh Undang- Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada BAB V pasal 26 ayat (4) yang mana ayat tersebut memuat poin-poin yang salah satunya adalah pembangunan perekonomian masyarakat desa serta pengembangan potensi sumber daya alam dan konservasi sumber daya alam.
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Lebih lanjut, dalam Peraturan Daerah Pemerintah Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa BAB IX Pasal 158 ayat (1) disebutkan dengan jelas bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mutu hidup manusia. serta pengentasan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar desa. kebutuhan, pengembangan peralatan dan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Mengacu pada poin-poin tersebut artinya pemerintah desa juga mempunyai tugas dan kewenangan lebih bisa memanfaatkan dan melihat potensi sumber daya alam yang dimilikinya termasuk dalam pengembangan potensi objek wisata, maka Pemerintah Desa juga harus lebih kreatif dalam mengembangkannya seperti membuat daya tarik wisata, meningkatkan serta menjadikan kawasan objek wisata yang menguntungkan dari segi ekonomi, terutama untuk menunjang Pendapatan Asli Desa.

Kabupaten Tasikmalaya memang kaya akan keindahan alamnya, daerah selatan tepatnya di Desa Nangelasari Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.berlatar belakang keindahan tebing sungai yang kini menjadi destinasi wisata unggulan bagi masyarakat sekitar. Masyarakat menyebutnya dengan nama Tonjong Canyon. Desa Wisata tersebut tidak hanya aliran sungai yang menyuguhkan keindahan tetapi ada juga goa bekas peninggalan jaman Belanda yang memiliki kedalaman sekitar 70 meter. Letak geografis Desa Nangelasari merupakan desa yang terletak di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, yang daerahnya cukup strategis karena berada di tengah-tengah Kecamatan Cipatujah dan dekat dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan Cipatujah yang jarak tempuhnya menuju objek wisata tersebut dapat ditempuh kurang lebih 20-30 menit dari kantor desa Nangelasari yang dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda dua.

[1] Tentang pencapaian dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, sebagai berikut Untuk tercapainya pengembangan dan pelolaan destinasi pariwisata yang berdaya guna berhasil mendukung Pembangunan kepariwisataan perlu pengelolaan destinasi pariwisata yang didukung oleh seluruh stakeholder kepariwisataan yang baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pengembangan dan pengelolaan sebuah desnitasi pariwisata. Dalam pengembangan desa wisata tonjong canyon yang terletak di Desa Nangelasari Kecematan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, ini Pemerintah Desa Nangelasari selaku aktor utama dalam pengembang desa wisata dibantu dengan pihak pihak terkait seperti dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat, Karangtaruna, dan Pihak usahawan/swasta. Selain itu berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis dalam pengembangan desa wisata ada beberapa indikator permasalahan dalam pengembangan objek wisata di Tonjong Canyon yaitu mengenai fasilitas pendukung objek wisata seperti sarana dan prasarana daya tarik wisata diantaranya yaitu : a) akses jalan menuju objek wisata belum memadai, b) kurangnya mengoptimalkan media promosi yang suda ada di media sosial, sehingga belum banyak nya masyarakat luas yang mengetahui mengenai objek wisata tersebut, c) kurangnya fasilitas penunjang objek wisata, seperti tempat spot foto, d)





kurangnya anggaran buat pengembangan objek wisata, e) belum optimalnya kolaborasi antara insitusi dalam pengembangan objek wisata tonjong canyon, d) Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan pihak swasta yang terlibat dan bekerjasama dalam pengembangan desa wisata tonjong canyon.

Berdasakan pemaparan diatas, berbagai permasalahan tersebut dapat dihubungkan dengan teori prinsip dalam collaborative governance menurut teori [2]. Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa dalam collaborative governance harus memiliki 8 prinsip yang harus dijalankan dalam berkolaborasi antar stakeholder. Teori 8 prinsip collaborative governance dari 8 indikator yaitu 1) Masyarakat harus turut dilibatkan dalam produksi barang public, 2) Masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya dan asset untuk memecahkan masalah public, 3) Tenanga professional harus berbagi keahlian mereka dengan memberdayakan masyarakat, 4) Program harus menghadirkan musyawarah public,
5) Program harus mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan, 6) Program harus strategis, 7) Program harus mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masayarakat dan masalah public, 8) Program harus mengandung akuntabilitas.
Sehubungan dengan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan permasalahn yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Tonjong Canyon Di Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu adalah untuk mengetahaui prosess Collaborative Governance Dalam Pengembangan dan Pembangunan Desa Wisata Tonjong Canyon di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Pemerintah Desa Nangelasari dan stakeholder terkait pengembangan desa wisata tonjong canyon.

2. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu proses ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuannya dapat digunakan sebagai penemuan, pembuktian, dan pengembangkan [8] Desain penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan menggunaka metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan suatu fenomenada atau peristiwa yang terjadi di masyarakat atau subjek peneliti secara deskriptif [9]. Penelitian kualitatif memilih mengumpulkan data dari berbagai seumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi daripada menggunakan satu sumber saja. Setelah mengumpulkan data tersebut, peneliti meninjau semua data, memahami dan mengelolanya ke dalam kategori atau tema yang melitasi semua sumber data [11]. Dengan menggunakan data primer dan data skunder [12] Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di yakni di Desa Nangelasari Kecematan Cipatujah Kabupten Tasikmalaya dengan subjek penelitian dintentukan dengan metode wawancara di Kepala Desa Nangelasari, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna dan Masyarakat. Penelitian ini dilaksankan dari November 2024 hingga Januari 2025.






Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Dengan instrument utama penelitian yaitu peneliti sendiri dengan didukung oleh pedoman observasi, wawancara, dan studi dokumentasi [10]. Selain itu, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk memeriksa keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu teknik triangulasi sumber dalam meneliti proses collaborative governence di desa wisata tonjong canyon Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan untuk melakukan analisis terhadap data, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yakni teknik analisis data interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, sajian data, serta penarikan simpulan atau verifikasi [10]
3. Hasil dan Pembahasan
Collaborative Governance adalah model pengelolaan pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak di luar pemerintah untuk mencapai kesepakatan dan konsultasi dalam pengambilan keputusan. [3] menyatakan bahwa kebijakan dalam Collaborative Governance harus memberikan dampak signifikan pada berbagai organisasi, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi yang saling menguntungkan antar pihak sangat penting. Dalam pengembangan Desa Wisata Tonjong Canyon, Pemerintah Desa Nangelasari bersama berbagai stakeholder berperan penting dalam mewujudkan Collaborative Governance dengan merumuskan kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Keberhasilan model ini tergantung pada kemampuan semua pihak untuk berkolaborasi secara konstruktif dan harmonis, dengan dikaji menggunakan teori
[2] yaitu ada 8 prinsip dalam proses Collaborative Governance. Pembahasan mengenai masing masing indikator akan diuraikan sebagai berikut:
3.1 Warga masyarakat harus turut dilibatkan dalam produksi barang publik Dalam proses collaborative governance [3] mendefinisikan bahwa
collaborative governance tidak hanya berbatas pada pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerinhan dan non-pemerintahan tertapi juga terbentuk atas adanya “multipartner governance” yang meliputi sector private/swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran pemangku kepentingan dan penyusunan rencana yang bersifat (hybrid) seperti halnya kerja sama di public private sosial [3]. Oleh karena itu, dalam pengelolaan desa wisata, penting untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan, di mana masyarakat berperan langsung dalam mengelola fasilitas dan infrastruktur, seperti pada wisata Tonjong Canyon di Desa Nangelasari. Masyarakat turut berpartisifasi sejak awal pembukaan desa wisata dengan berkontribusi dalam dalam memperbaiki jalan akses, mengelola operasional, dan menjaga keamanan area parkir.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Objek Wisata Tonjong Canyon tampak nyata sejak tahap perencanaan hingga pengelolaan, termasuk





perbaikan akses jalan, pemasangan penunjuk arah, penanaman tanaman hias, hingga pembangunan fasilitas seperti kolam renang anak. Partisipasi mereka mencakup kontribusi fisik dan ide, menunjukkan komitmen kuat terhadap keberlanjutan dan pengembangan kawasan wisata bersama pemerintah desa. Selain itu dalam proses collaborative governance, seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengembangan objek wisata Tonjong Canyon, termasuk masyarakat Desa Nangelasari, turut aktif sejak awal pembukaan untuk bekerja sama dengan pemerintah desa dan pihak terkait. Keterlibatan masyarakat memiliki peran strategis dalam memastikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari desa wisata dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.

3.2 Masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah publik

Desa wisata merupakan salah satu objek wisata yang sedang berkembang pada sektor pariwisata Desa wisata biasanya dikembangkan pada Kawasan pedalaman desa yang didalamnya masih memiliki karakteristik khusus. keunikan desa, tradisi dan budaya masyarakat lokal. Berbagai karakteristik tersebut menjadi identitas suatu desa isata yang memiliki kegiatan wisata yang banyak diminati oleh wisatawan. Selain itu desa wisata secara tidak langsung dapat mendorong masyarakat lokal untuk menjaga dan melestarikan alam serta kebudayaan yang telah dimiliki desa tersebut.

Masyarakat lokal pada pengembangan desa wisata memiliki peranan yang cukup besar dalam berkolaborasi dengan aktor pengembangan desa wisata, dimana masyarakat yang mengoperasikan dan mengontrol berjalannya pengembangan desa wisata baik dari penentuan produk hingga manfaat yang diterimanya. Manfaaat yang dapat diterima oleh masyarakat lokal adalah mendorong mensejahterakan perekonomian masyarakat dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan alam sehingga mampu menyerap tenaga masyarakat lokal, menciptakan wirausaha, dan menciptakan kegiatan positif di bidang pertanian. Dalam indikator masyarakat harus dapat memobilisasi sumber daya. Berdasarkan temuan penelitian, ditemukan bahwa dalam proses kolaborasi antar stakeholder (collaborative governance), masyarakat secara aktif terlibat dalam mempromosikan Desa Wisata Tonjong Canyon melalui media sosial pribadi mereka.

Promosi merupakan langkah yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada calon konsumen tentang berbagai aspek terkait produk, seperti jenis, harga, dan tempat penjualan, serta untuk mempengaruhi mereka agar melakukan pembelian [4]. Pemerintah Desa dan Stakeholder lainnya menjalin kerjasama dengan pihak konten creator dalam mempromosikan desa wisata, selain itu adanya pemanfataan teknologi yang dilakukan oleh masyarakat untuk dapat membantu Pemerintah Desa dan stakeholder lainnya dalam pengembangan desa wisata tonjong canyon dengan menggunakan





media sosial dalam mempromosikan objek desa wisata diharapkan adanya peningkatan wisatawan untuk dapat berwisata, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan kerinduan masyarakat desa wisata. Selain itu adanya bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Pemerinatah Desa Nangelasari dan stakeholder lainnya dengan masyarakat mengenenai pentingnya peran media sosial dalam mempromosikan desa wisata, terutama seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola komunikasi di era digital. Dengan pemahaman tersebut, pemerintah desa sebagai aktor utama mengambil langkah proaktif dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai strategi pemasaran digital.


3.3 Tenaga Profesional harus berbagi keahlian mereka untuk memberdayakan masyrakat
Salah satu prinsip dalah collaborative governance adalah bahwa tenaga professional harus berbagi kehalian untuk dapat memperdayakan masyarakat
[2] Dalam konteks pariwisata, sektor ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun sering kali perencanaan dan pengembangan SDM diabaikan. Di Indonesia, pengembangan objek wisata seperti Desa Wisata Tonjong Canyon menjadi bagian dari upaya meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan sektor ini bergantung pada kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta ditopang oleh keamanan, kualitas SDM, infrastruktur, dan regulasi yang mendukung investasi dan kenyamanan wisatawan. Sementara itu, bahwa berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, disebutkan bahwa destinasi pariwisata terdiri dari faktor-faktor daya tarik pariwisata, infrastruktur umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan keterlibatan masyarakat yang saling berkaitan dan mendukung dalam pengelolaan pariwisata.

Dalam pengembangan Objek Wisata Tonjong Canyon masih menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan SDM, khususnya kurangnya keterlibatan tenaga profesional dan akademisi. Kontribusi akademisi sejauh ini terbatas pada kegiatan KKN mahasiswa, seperti memberikan masukan dan penanaman pohon di sekitar area wisata. Oleh karena itu, masyarakat dilibatkan secara langsung untuk berkontribusi dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata guna mengatasi keterbatasan tersebut. Selain itu dalam pengembangan desa wisata tonjong canyon aktor pengembang desa wisata baik Pemerintah Desa, LPM, BPD, dan Karang Taruna masih turut melibatkan masyarakat guna mengatasi permasalahan sumber daya manusia (SDM). Adapun dari pihak swsata yang terlibat dalam pengembangan desa wisata tonjong canyon hanya ada satu pihak swasta yang turut berkolaborasi dan membatu untuk berbagi kehalian dengan masyarakat lokal melalui pengarahan penggunaan fasilitas pengaman untuk para pengunjung. Dalam





proses kerjasama yang terjalain antara Pemerintah Desa, LPM, BPD, dan Karang Taruna dengan pihak swasta tersebut untuk turut berkontribusi dengan mmeberikan fasilitas fasilitas pelampung, ban, rakit untuk para wisatawan.


3.4 Program Harus Menghadirkan Musyawarah Publik

Keberhasilan pembangunan desa wisata bergantung pada perencanaan yang holistik, terstruktur, dan berkelanjutan, dengan mengutamakan musyawarah antar pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan langsung masyarakat memungkinkan mereka memahami kebutuhan prioritas dan berperan dalam pelaksanaan serta evaluasi pembangunan. Perencanaan partisipatif ini dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi, kolaborasi, identifikasi masalah dan potensi, analisis data, penyusunan program, serta penetapan prioritas kegiatan. Pemerintah Desa Nangelasari selaku aktor utama dalam pengembangan desa wisata tonjong canyon secara rutin mengadakan musyawarah dengan melibatkan berbagai aktor terkait dalam pengembangan objek wisata Tonjong Canyon. Partisipasi masyarakat selalu menjadi prioritas dalam setiap musyawarah, guna mencapai kesepakatan bersama terkait langkah-langkah pengembangan dan pembangunan wisata tersebut.

Pemerintah Desa Nangelasari, bersama dengan berbagai aktor yang terlibat, menegaskan pentingnya proses musyawarah sebagai bagian integral dari setiap perencanaan dan program pengembangan. Selain itu Kepala Desa Nangelasari seringkali di dalam perencanaan maupun program pengembangan selalu ada musyawarah terlebih dahulu, baik itu BPD, LPM, swasta, karang taruna, dan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai aktor dalam musyawarah, Pemerintah Desa dan stakeholder berupaya memastikan bahwa proses perencanaan dan pengembangan objek wisata tersebut dapat berjalan secara transparan dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat desa. Pernyataan ini menggambarkan komitmen Pemerintah Desa selaku aktor utama dalam pengemabangan desa wisata dengan melibatkan semua pihak untuk terkait dalam proses pengambilan keputusan, yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada kepentingan bersama. [5] Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program public
Selain adaya musyawarah dalam pembangunan dan pengembangan objek desa wisata Pemerintah Desa Nangelasari dan stakeholder secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan objek wisata Tanjong





Canyon melalui musyawarah dan sosialisasi yang rutin diselenggarakan. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai potensi dan peluang yang ada terkait objek wisata tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, LPM, Karang Taruna dan Swasta setiap ada perencanaan terkait pengembangan objek wisata selalu melibatkan masyarakat untuk musyawarah telebih dahulu, Hal tersebut sesuai dengan teori [Ansell and Gash 2018] mendefinisikan collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program public.

3.5 Program Harus Mengandung Kolaboratif Yang Berkelanjutan
[3] Collaborative governance mencakup pembentukan “multipartner governance” yang melibatkan sektor pemerintah, swasta, masyarakat, dan komunitas sipil dalam sinergi peran dan perencanaan hybrid. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan dalam pengelolaan kebijakan atau program. Kolaborasi lintas sektor-pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang memberi manfaat luas. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan kolaboratif yang terus berkelanjutan, disusun secara bersama dengan dorongan inovatif terhadap potensi wisata desa. Sinergi antar berbagai pihak ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pengelolaan suatu kebijakan atau program. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademis, dan masyrakat merupakan kunci utama untuk meningkatkan kesadaran akan potensi pariwisata yang berkelanjutan dan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat luas.

Keterlibatan pihak swasta memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan yang mendukung pengembangan objek wisata, khususnya dalam hal penyediaan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan. Di dalam pengembangan desa wisata tonjong canyon bahwa terdapat satu pihak swasta yang turut berkolaborasi/bekerjasama dan berdiskusi mengenai arah arah program yang akan dilaksankan dalam pengembangan desa wisata tonjong canyon dan pihak swasta tersebut berkomitmen untuk memfasilitasi penyediaan pelampung dan ban bagi pengunjung. Selain itu Pemerintah Desa Nangelasari dan stakeholder saat ini masih menghadapi beberapa keterbatasan dalam hal membangun kemitraan dengan sektor swasta, di mana hingga saat ini baru terdapat satu pihak pengusaha yang terlibat dalam kerjasama. Meskipun demikian, pihak Pemerintah Desa terus berupaya untuk memperluas dan memperdalam kolaborasi dengan sektor swasta, guna mendukung pengembangan lebih lanjut dari objek wisata Desa Wisata Tanjong Canyon.





Namun demikian Pemerintah Desa Nangelasari berupaya untuk melibatkan seluruh elemen terkait dalam perumusan program pengembangan Desa Wisata Tonjong Canyon, termasuk sektor swasta. Dalam hal ini pihak swasta hanya terlibat sebagai rekan kerjasama yang mana bahwa keterlibatan pihak swasta dalam bekerjasama dalam pengembangan dan Pembangunan objek desa wisata tonjoong memabntu untuk penyediaan fasilitas pelampung dan ban untuk pengunjung. Akan tetapi, meskipun saat ini keterlibatan sektor swasta masih terbatas, kontribusi mereka tetap menjadi elemen penting dalam mendukung operasional wisata. Pemerintah Desa dan Stakeholder lainya menyadari bahwa perlu adanya langkah strategis untuk memperluas kerja sama dengan berbagai pihak guna memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas objek wisata secara lebih optimal.

3.6 Program Harus Strategis
Dalam kerangka collaborative governance, para aktor diharapkan aktif merumuskan kebijakan strategis yang mengakomodasi kepentingan semua pihak dan mendukung keuntungan bersama. [6] mendefinisikan kebijakan strategissebagai serangkaian pedoman, aturan, dan prosedur yang dirancang secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Program strategis berfungsi sebagai peta jalan (roadmap) yang memberikan arah dan kerangka kerja bagi organisasi dalam menghadapi tantangan eksternal maupun internal. Program strategis yang dirancang kolaboratif diharapkan meningkatkan efektivitas kinerja, mengoptimalkan sumber daya, dan menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi semua pihak.

Dalam konteks pengembangan destinasi pariwisata, seperti yang terjadi di Desa Wisata Tanjong Canyon, konsep keuntungan bersama (shared benefits) menjadi salah satu indikator krusial dalam mengevaluasi efektivitas dan keberhasilan pengelolaan destinasi wisata tersebut. Keuntungan bersama mencakup manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang dirasakan kolektif oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan aktor terkait. Program strategis lainnya yang di dalam pengembangan desa wisata tonjong canyon yakni Pemerintah Desa dan stakeholder sebagian besar pendapatan dari pengembangan desa wisata sebagian besar dana yang diperloreh dikembalikan untuk pembangunan dan pengembangan lebih lanjut desa wisata yang berkelanjutan. Pendapatan sebagian besarnya dikembalikan pada pembangunan fasilitas fasilitas baru di desa wisata seperti adanya kolam renang anak anak di desa wisata, mushola, pendopo buat wisatawan dan adanya lapak lapak yang dibuatkan untuk masyarakat lokal berjualan sehingga dapat menghidupkan ekonomi UMKM masyarakat lokal. Program ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam menciptakan sistem pengelolaan wisata yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisata serta memperkuat infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.




3.7 Program harus mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat Program  yang  mengubah  kelembagaan  untuk  pemberdayaan
masyarakat dan pemecahan masalah publik merupakan strategi penguatan sistem sosial-politik agar lebih responsif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Miller, 2005). Selain itu bahwa kebijakan yang harus mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masayarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam collaborative governance disampaikan [2]. Pemerintah Desa Nangelasari dan stakeholder berkomitmen menjadikan desa wisata tanjong canyon sebagai salah hal yang dapat meningkatan ekonomi desa melalui program dan fasilitas yang mendorong pemanfaatan potensi wisata, termasuk dukungan wirausaha masyarakat di sektor perdagangan sekitar area wisata.

Dengan dibukanya objek desa wisata tanjong canyon, masyarakat setempat merasakan berbagai manfaat yang signifikan, khususnya dalam aspek peningkatan kesejahteraan ekonomi. Salah satu manfaat yang paling menonjol adalah terciptanya peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kawasan objek wisata tersebut. Keberadaan objek wisata ini tidak hanya menarik kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi lokal melalui berbagai bentuk usaha, seperti warung makan, kios suvenir, serta jasa pemandu wisata.

Pemerintah Desa dan stakholder baik BPD, LPM, Karang Taruna dan Swasta memiliki peran aktif dalam memberdayakan kelompok pedagang di sekitar kawasan objek wisata. Pemberdayaan ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas berupa lapak dagang yang bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan bagi para pengunjung. Inisiatif tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap penguatan perekonomian masyarakat setempat, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan dengan memastikan ketersediaan berbagai kebutuhan secara mudah di lokasi wisata.

3.8 Program harus mengandung akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai konsep etika yang dekat dengan administrasi publik dan pemerintahan yang mempunyai arti yang kadang digunakan secara sinonim dengan konsep yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat dipertanyakan (answerability), yang dapat dipersalahkan (blamewortiness), dan yang mempunyai ketidakbebasan (liability), termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik [7]. Dalam proses collaborative governance akuntabilitas merupakan salah satu faktor utama stakeholder untuk dapat bekerjasama, akuntabilitas harus bersifat transfaran kepada semua pihak yang terlibat. Dalam proses collaborative governance





pengembangan desa wisata tonjong canyon, semua aktor pengembangan desa wisata yang terlibat menjalankan tranfaransi mengenai pedapatan yang diraih dari desa wisata baik antar sesama aktor pengembang/stakeholder maupun kepada masyarakat hal tersebut terdapat indikator program harus mengandung akuntabilitas adanya laporan keuangan objek wisata desa ke masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Nangelasari dan stakeholder. Salah satu keberhasilan dalam proses collaborative governance untuk dapat pemangku kepentingan dapat berkejasama dengan panjang adalah dengan adanya transfaransi mengenai pendapatan yang diperoleh.

Dalam pengembangan desa wisata tonjong canyon, meskipun pedapatan yang daraih dari desa wisata masih terbilang minim akan tetapi Pemerintah Desa dan stakeholder mengenai laopran keuangan bersifat transfaran. bentuk transfaran yang terjadi di collaborative governance pengembangan desa wisata tonjong canyon yaitu adanya bentuk transfaran sesama aktor pengembang mengenai anggaran/pendapatan selain itu tranfaransi mengenai pendapatan desa wisata juga disampaikan kepada masyarakat oleh aktor pengembang desa wisata tonjong canyon. Selain itu bentuk transparansi anggaran yang dihasilkan dari objek wisata disampaikan juga kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengetahui jumlah yang diperoleh.
4. Kesimpulan
Bersadarkan Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan prinsip Collaborative Governance dalam pengembangan Desa Wisata Tonjong Canyon di Kabupaten Tasikmalaya telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan aktif berbagai elemen yang ada di dalam masyarakat, termasuk pemerintah desa, sektor swasta, karang taruna, serta masyarakat setempat, yang secara sinergis bekerja sama untuk mendukung pengembangan desa tonjong canyon. Hampir semua indikator dalam proses collaborative governance dalam pengembangan desa wisata tonjong canyon sudah berjalan dengan baik. Namun demikian Pemerintah Desa Nangelasari dan sktakeholder perlu memperluas jangankauan kerjasama dengan pihak eksternal, baik dari pihak akademisi maupun pihak swasta. Oleh karena itu penting untuk menambah dan memperluas kerjasama dengan pihak swasta dan akademisi guna tercapainya pariwisata dan kolaboratif yang berkelanjutan.
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